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TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LENGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYALAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN

TRANSFORMASI TATA KELOLA PBNYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A.     Latar Belakang
Dalam  rangka  mendukung  percepatan  transformasi  dalam  tata

kelola    penyelenggaraan    pemerintahan    sebagaimana    yang    telah
ditetapkan  melalui  Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparafur
Negara   dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   3   Tahun   2026   tentang
Pelaksanaan Tugas  Kedinasan  bagi  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  di
lnstansi     Pemerintah     dalam     Rangka     Mendukung     Percepatan
Transformasi  Tata  Kelola  Penyelenggaraan  Pemerintahan  maka  perlu
dilakukan periyesuaiari pelaksanaarl ttigas kediriasan foagi Aparafur Sipii
Negara     (ASN)     di    Kementerian    Pemberdayaan    Perempuan    dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA) a

Melalui .perryesuaian  ini  diharapkan  terwtFjud _pelaksanaan  tingas
kedinasan  yang  lebih  efisien,  efektif,  adaptif,  fleksibel,  responsif,  dan
berbasis digital agar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas
pelayanan    publik    secara    berkelanjutan®    Hal    tersebut    sekaligus
mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih
bijak  dan  lebih  efektif guna menjamin  perlindungan  dan  pengelolaan
lingkungan yang berorientasi jangka panjang®

Untuk   memastikan   pelaksanaan   kebijakan   dimaksud,    perlu
ditetapkan   Surat   Edaran   Menteri   Pemberdayaari   Perempuan   dan
Perliridungan Anak tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasarl
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   Dalam   Rangka   Mendukung
Percapatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan®
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8.     Maksud danTujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendukung Surat Edaran Menteri
Pefidayaguriaali  Apafatur  Negara  daft  P`eformasi  Birokf-asi  NOLTfor  3
Taln.un   2.02.6   terT.ta.n.g   Pelak.sariaari   Tugas   Kediri.a.sari   t]agi   Pegai.a.7ai
Aparat-Li±: Sipil rvTega±=a di I£-istaI-i§i Pe±-I-ieri±-ital-i dalaI-I-i Raf-igka Mel-id-LitKT|±-ig
Percepat.an  Transformasi  Tata  Kelola  Penyelengga_raan  Pemerintahan
dengan   pelaksanaan   penyesuaian   tugas   kedinasan   bagi   ASN   di
lingkungan  Kemen  PPPA  agar  lebih  efisien,  efektif,  adaptif,  fleksibelg
re-spci_n_sifd.a__ribe_rba_si`sd_igita.i:

C.     Ruarig Lifigkup
P`uang lingkup Surat EdararT. ini bertujuan untuk memberikari kejelasarT.
pelak_sari_aa_ri_ tugas kediria.sam ba_gi _A_SN dan penyelenggaraan pelayanan
publik  yang   lebih   efisien,   efektif,   adaptif,   fleksibel,   responsif,   dan
berbasis dig]ital di lirigkurigari KeHieri E'PP4A]L.

D.     Dasar
lo     Undang-Undang  PJomor  20  Tahun  2023  tentang  Aparatur  Sipil

Negara  (IL,embaran  Negara_ R_epublik Iriciori_esia_ Tahi±_n  2023  Nom±or
141, Tambahari Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 6897} ;

2o      Peraturai-i  .Perrieririta±-i  PvToifior  11  Tafitiri  20i7  terifarLg  I-v.Earia:i.eirieri
Pegawal Negeri  Sipil  (Lembaran fNTegara Republik Indonesia T-ahun
2017  Nomor 63,  T.ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor    6037)    sebagaimana   tela'n    diubah    dengan    Peratul.an
Pemeriritah   P`Jomor    17   TaFiuri   2020   tentang   Perubahan   alas
PeratL].ran  Perm_eriri_tab  Nomor  11  Ta.h_urT±  2017  teri_tang  Marl_aiemen
Pegawai  I-\Tegeri  Sipil  {LerrL.barari  I-`Jegara Repu€Dlik Indonesia T-ahuri
2020  N-omor 68,  rT`ambahan  Lembaran  N-egara Republik Indonesia
Nomor 6477);

3®     Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai  Pemerintah  derigari  Perjanjiafi  Kerja  (Lembaran  Negara
Re?ui31ik IHdonesia Tahtm 2018 Nomor 224; TamLhahari ljembaran
f-\Tegara Repubiik Indonesia I.NTOHior 626£};

4.      Peraturan Presiden -N-omor 21 'T`ahun 2023 tentang Hari Kerja dan
Jam   Kerja   Pegawai   A_paratur   Sipil   Negara   (I,embaran   Negara
Repubiik Indonesia .T`ahun 2023 Nomor 50);

5.      Peratul.aft  Presiden  Nomor  186 Tahufi  2024  teHitang Keffienteriari
Pemberdayaari   PereiTipuan   dan   Perlindungan   Anak   (Lemi3aran
PvTegara Repubiik Indonesia Tahun 2024 I-vTornor 382};

6.     Peraturan  Menteri  Pen-berdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan
Anak  Nomor  1  Tahun  2025  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
(Berita Negara Republik IHdoflesia Tahuri 2025 Noffior 132);

7.     Peratijrafi Meiiteri pe-fidayagtmaan Aparafrof Negara dan Reformasi
Birokrasi   I-vTollior   4   Tahun   2C'25   teritang   PeiatKsanaan   T.ugas
Kedinasan  Pegawal  Aparatur  Sipil  Negara  Secara  Fleksibel  Pada
lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 267);
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E.     Isi surat Edaran
1.     Seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA melaksanakan tugas

kediriasan derigan kcrribinasi fieksi-bilitas secara lokasi dan waktu.,
yarig in.eliputi :
a.    Fleksibilitas see.ara lokasi, del-igal-I ketel-ituaI-i:

1)   ttigas    k_edinasan    di    kantor    (urorfe   from    ojjjjEce/WFO)
dilaksanakan sebanyak 4 (empat) hari kerja dalam  1  (satu)
minggu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis;

2)     tt_Iga_a     _kecii_n_a_sa_n     cfi£     _FT_I_in_a_h_/te!r!pa_i     ti_r!_gga_1     i.EJ+a.ff.fe   ,fffo=xp_.
h.o777Le,JWF`H) yafig dilaksariakarT. sebariyak 1  (satu) hari kerja

dalamL   1   (satu)   minggu  yaitu  pada  hari  J-unat,  dengari
ketentuan:
a)   pelaksanaan  WFH  dilaksanakan  pada  rumah/tempat

tinggal pegawai ASN yang alamatnya telah  didaftarkan
.kepada  Bir3   Surriber   Days   R,Jlariiusia  dart   Orgariisasi
ri-ieialui aplikasi SIMPEG TERIPvTTEGRASI;

b)  Pegawai     dapat     mengajukari     perubahan     alamat
rumah/tempat     tinggal     melalui     aplikasi     SIMPEG
TERINTEGRASI   setelah   mends.pat   persetuju.an   dari
Atasan Langsung paling lambat 1 (satu) minggu sebelum
pelaksariaari TVTvrFH; [±ari

c)  pencatatan presensi masuk kerja dan pulang kerja pada
saat pelaksanaan WFH  dilakukan  sesuai  pada alamat
yang teiah didaftarkan.

b®   Fleksibilitas secara waktu, dengan ketentuan:
1)   waktu mulai kerja. diberikan fleksibilitas 1 (satL].) jam. dengari_

`Datas waktu rliulal kerja paling laITLtDat pukul O8.3C' WEB; daft

2)   wakfu  selesai  kerja  tetap  memenuhi  Jumlah  Jam  Kerja
Formal,  yaitu  paling  sedikit  7  (tujuh) jam  30  (tiga  puluh)
menit dalam sehari®

2.     Seluruh   pegawai   di   lingkungan   Kemen   PPPA  wajib   rmeffiatuhi
ketenttlan terkait hari dan jam kelja, sebagai berikut:
I Kofldisi ]HariKerja       I Jam Kerja

Jaffi Jam Jam pulang
masuk istirahat

Normal SeHin - Kamis 07.30i 12.00I1-3.00 16.00i

uTumat 07.30 11.30 16.30

i
!uTumat !07.30

lil.30I13.00
r6.30              II

Ramadhani Senin - Kamis 08.00

i  :2:33 i  15.00
JumatII 08.00) 11.30Ii2,30 15.30I)(

3.      Selurilh.  pega`v¥v7ai  di  lirTLgkungan  Kemen  PPP£AL  rrielakukarT.  presensi

p-ada apiikasi: HADIR!.
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4o Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka
1  huruf a butir  (2),  fleksibilitas  secara lokasi tugas  kedinasan  di
rufflah,./'J[€mpat   tiHggai   (W-F`H}   dilaksanakaifi   deflgaH   me±Hatuhi
k-ptFii+iiatiberik.ut:
a.    Pirl-ipii-lan  U±-lit  Orga±-iisasi  dala±-fi  I-I-lei-lei-itukan  Pegai,*7-ai  di  ul-lit

organisasinya    yang    dapat    melaksanakan    WFH,     harus
mempertimbangkan karakteristik tugas kedinasan pegawainya
dengan   tetap   memperhatikan   kelancaran   penyelenggaraan
pe_ffl_e_fin_taL=n_.e__n_d_a._n_klJ_a.!ita_.s_pe!a.ys._n_a__ri_pi_zb!ik;

bo   Pegawai  rrielaporkari  dan.  mengurTLggalhL  bukti  hasil  kerja  pada
aplikasi SIMPEG 'T.ERIIN-'T.EGFIASI, paling lam-bat pada hari Senin
pukul 09.00 WIB pada minggu berikutnya;

c.    Pimpinan   Unit   Organisasi   haru_s   melakukan   evaluasi   da_ri_
memberikan umpan balik terhadap hasil kerja pegawai melalui
SIP,JEPE,£=T TERIl\JTE-GPuALSI, palirig lambat hari P`abu padEi Hiirlggil
foerikutriya;

d.   Evaluasi pada saat pelaksaflaai-1 tugas kedii-iasan  secai-a WFH
dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam evaluasi
perila_ku   dan   evaluasi   kinerja   periodik_   melalui   aplik_asi   E-
kinerja; dan

e.    PiifipirLai-1 Tur±-lit orgafiisasi beisotai-igLgufiLg j'awab daiaHi rtieiak-rikari
pengawasan   dan   pembinaan   terhadap   pelaksanaan   tugas
kedinasan secara WFH di unit organisasinya untuk memastikan
capaian kinerja organisasi tetap tercapai sesuai perencanaan.

5.  Pimpinan  I_Jnit  Organisa_si  memastik_ari  penyesuaian  pelaksanaari
tugas  kediriasan  tidak  rriengganggu  kelaricaran  penyeienggarraari
pemerintahan      dan      kualitas      pelayanan      publik,      dengan
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1)   memastikan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan

pelayanan  publik  tetap  diakoffiodir  dengan  ffiembuka  kanai
pengaduan serta melakukan SidIvei Kepuasafl Masyar.akat;

2)   menyampalkan informasi yang jelas kepada Hiasyarakat apabila
terdapat perubahan mekanisme pelayanan dan/atau tata cara
akses   pelayanan   publik    serta    memastikan   penyelesaian
pelayanan  sesuai  dengan  standar  waktu  dan  kualitas  yang
ditetapkan; dan

3)   memastikan bahwa output dari pelayanaj-„ baik yang dilakukan
secara    daring/'cmzz.rLe    rnaupun    iuririg/'ofTf!5.rLe    dilaksanflkan
sesual dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

6.  Tata   kerja   dalam   pelaksanaan   tugas   kedinasan   secara   WFH
dilaksanakan dengan keterituan sebagai berikut:

Tidak diberikan biay-a komunikasi;
Menjaga komunikasi yamg terbuka dan teratur dengan atasar.
1angsung  dan  rekan  kerja  dengan  memaksimalkan  aplikasi
percakapan,   pesan   singkat,   video   konferensi   dan   bentuk
komunikasi elektronik lainnya;
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3)   Merespon pesan singkat, telepon, ataupun bentuk komunikasi
lainnya dari atasan maupun rekan kerja paling lambat  10-15
me±|it;

4)   Pega`,R,7ai i.a,7aji'D ada padajam.1r.erja dan segera tanggap atas setiap
perlliinJLaan bariJiuan a`Lan inforHiasi dari aLasan maupun rekari
k-erja;

5)   Setiap     pegawal     bertanggungjawab     untuk     memastikan
ketersediaan  teknologi  dan  peralatan  yang  diperlukan  untuk
in_e_n_jala._7i.ka._r_!tuga`s_r_irya.;

6)   I\v4erijaga    keraihiasiaarf    riegara,    keraihLasiaari    jabatari    dart
informasi     sensitif,      dan     mematuhi     semua     peraturan
peruri.dangan mengenai perlindungan informasi yang berlaku;

7}    Berperila]fll     yari_g     in_encermiri_karl_     co7ie     I/c!Z7/.es     BerAk_h_1ak_

(Berorientasi    Pelayanan,   Akuntabel,    Kompeten,    Harmonis,
Leyal; LJi&daptif; i€clat>c-rat#} ;  dart

8)    Mei-I-iatul-ii   kode   etik   dai-1   keterituan   pei-at-Lil-ai-1   pei-ui-idai-ig-
undangan.

73      Pelaksa.na.an  tugas  ked_iriasan  secara  WFO  dilaksariakaLn_  dengan
memperhatikarT.   dan   mendtikung   kebijakan   pengelolaan   dan
peifiarifaatari   eriergi,   rrLerijaffiiri   periiriduri8ari   dart   perigeioiaari
lingkungan   berorientasi  jangka   panjang,   sehingga   pegawai   di
lingkungan Kemen PPPA agar melakukan langkah-1angkah efisiensi
melalui:

pembatasan kegiatan perjalanan dinas;
optimalisasi pelaksanaan rapat./ kegiatan secara daring;
pellidDatasan   penggunaan   kendaraan   dinas   rnaksirrial   50%,
kecuaii untuk operasionai dan kendaraan listrik;

4)   hidangan/jamuan pimpinan difasilitasi secara selektif;
5)   pelaksanaan  kesegaran jasmani  dilaksanakan  secara  mandiri

oleh pegawai dan tidak ada fasilitasi konsulfisi;
6)   periggunaan energi {1istrik; gas, air, dan lairirry-a) di lizigkungafl

perkantoran secara iebih `Dijak, dengan menerapkan:
a)    penggunaan  operasional  Air  Co7ic8I€tzo7ier  (AC)  mulai  pukul

07.00-16.00  WIB  dengan  mengatur  suhu  ruangan  paling
rendah 23 derajat Celsius;

b)   penggrifiaan lampu pefierangafi  seefisieri mungkin  dengan
rnemaksimalkan  pencahayaari  ruangan  dengaii  membiJka
tirai jendela;

c)   penghematari air dengan menggunakan secara bijak;
d)   penggunaan  operasional  ZzJ±  pada  hari  kerja  pada  pukul

06.00-17.00 WEB, sedangkan di luarjam kerja dan hari libur
hariya diaktifK`Kan 1 (satu) Zzj¥ untuk mobilitas pekerjaan; dan

e)    mematikaitlL per.alatari listrik yang tidak diperlukaji.
7)   pengutamaarl     penggunaan     transportasi     umuITl     dalaml

peiaksanaan tugas kedinasan®
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8.   Dalam   pelaksanaan   tugas   kedinasan    secara   WFH,    evaluasi
dilakukan secara berkala setiap bulannya dengan mengisi taHtan
https : .;`-/-a. id /.1apoFarivv-F`HKPPPA yaffig diisi oleri:
1.    SeliLiri:ih   Pirp.piriarT.  Unit  Orga.n.isasi  .rrielapor.k.ari  pelaksariaarl.

tugas   kedi±-ia§a±-I   secara  TW7FH   di  ul-lit  orgaI-iisasinya  i-I-iasilig-
masing;

2.   Biro   Perencanaan   dan   Keuangan   mengkoordinasikan   dan
melaporkan     capaian     target     kinerja     organisasi     selama
pe?ak`qafia.ail  ijyFH;  a_a_n_

3.    Biro HumLas dart U.T.iurmL rrielaporkarTL capaian efisieL+`Lsi eriergi darL
hasil pelayanan publik di lingkurigan Kemen PPPA.

9G   Seluruh   i,a_poran   Pelaksanaan   Tugas   Kedinasan   Secara   WFH
sebagaimana   dimaksud   pada   hurLif   h   disampaikan   kepada
Sekretaris  EfLerrieriteriari  IT.Leialiii  Bire  Surriber  Days  E},4arlusia  ciari
Orgai-iisasi  palii-ig  iarribat  tariggal  1  (satu)  pada bulali  berik-ultriya
yarig selanjutnya akan disampaikan kepada Ke-me-riterian PAN RB
palirig lambat pada tariggal 4 setiap bulan.

F.     Penutup
a.      Pada saat surat E,dararL irii Hiulai beriakLi, Surat Edarari se:i{=re€aris

Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Nomor  2  Tahun  2025  tentang  Penyesuaian  Pola  Kerja  Setelah
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
Dalam Pelaksafiaan Anggaran Pendapatan dan Belarija Negara daft
Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Daerah Tahun Afiggaran 2025
di    I,ingkurigari    Kelnenteriari    Pemberdayaan    Perempuan    dan
Perlindungan Anak, dica-but dan dinyatakan tidak berlaku.

b.     Seluruh Pegawai di lingkungan Kemen PPPA agar melaksanakan
Surat Edaran ini dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

c.      Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 24 April 2026.

Demikiari  disampdikan,   atais  perhatiaFl  dan  kerja  sam&  Bapak/-'Ibu
disampaikan terima kasih.

Ditetapkafi di Jakarta
Padatanggal   2o  April   2026

MEN-TERI  P-ElvlBERDAYjflAN PEREE-v£PUAPvT DAN
PERLIND-U-NGAN ANAK REPUBLIK IN-DONESIA,

ARIF
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